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Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai persepsi ulama di Kota 

Banjarmasin tentang kedudukan harta bawaan dalam hukum waris. Latar belakang 

masalah berawal dari sebuah kasus yang penulis temukan dimana seorang laki-

laki bernama H. Basran mempunyai sejumlah harta yang dibawanya sebelum 

terjadinya pernikahan yang kedua, yang mana harta tersebut bersumber dari harta 

warisan istri terdahulu yaitu Alm. Hj. Djumiati, disaat H. Basran tersebut 

meninggal dunia maka terjadilah pembagian harta warisan, harta warisan yang di 

bagi kepada istri barunya  yaitu Misrawiyah hanyalah harta bersama sewaktu 

H.Basran dan Misrawiyah menikah sedangkan harta bawaan H. Basran dikuasai 

penuh oleh saudara kandung almarhum. Misrawiyah pun merasa tidak adil atas 

pembagian harta warisan tersebut, ia pun pergi meminta pendapat dari beberapa 

orang ulama dan para ulama tersebut berbeda-beda pendapat mengenai status 

harta bawaan dalam hukum waris. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan 

(field research) yang berlokasi di Banjarmasin. Untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul, 

kemudian diolah dengan teknik editing, deskripsi, dan matriks. Untuk 

memperoleh kesimpulan hukumnya, dilakukan analisis secara kualitatif terhadap 

data yang didapat. 

Dari hasil penelitian, terdapat tiga perbedaaan persepsi ulama tentang 

kedudukan harta bawaan dalam hukum waris, yaitu ada 7 orang yang berpendapat 

bahwa kedudukan harta bawaan termasuk dalam harta waris si pewaris 

landasannya sesuai dengan QS. an-Nisaa’/4: 11, 12, 14, 32, 176 dan Kompilasi 

Hukum Islam pasal 171 huruf (e). Ada 2 orang yang berpendapat bahwa harta 

bawaan bukan termasuk dalam harta waris pewaris jadi suami atau istri yang 

hidup lebih lama bukan menjadi ahli waris dari harta bawaan tersebut landasan 

hukum yang digunakan diambil dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974 pasal 35, 36 dan pasal 65 huruf  (b). Dan ada 1 orang yang berpendapat 

bahwa apabila istri yang meninggal suami tidak berhak atas harta waris harta 

bawaan istri dan apabila suami yang meninggal istri berhak mewarisi harta waris 

harta bawaan suami landasannya berdasarkan QS. an-Nisaa’/4:7 dan 34. 

 


